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NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

bahwa retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan
kemanfaatan umum berdasarkan pada tujuan untuk
memastikan laik jalan kendaran bermotaor sesuai
Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi
pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun
2001 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan sehingga periu ditinjau untuk disesuaikan
dengan - biaya yang digunakan dalam pelayanan
pengujian Kendaraan Bermotor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Mamuju tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Mamuju Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1I di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);



Undang-Undang Repubiik Indonasia Namor 34 Tahun
1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 2721)%;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1892
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480);

Undang-lindang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telab diubah
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indaonesia Nomor 40438);

tindang-uUndang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat
Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor £4422);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran MNegara 7Tahun
2004 MNomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 4437) sebagaimana teiah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemarintahan DRaerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pamerintah Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438},
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 41
Tahun 1993 tentang Angkutan Jazlan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19293 Nomor 5%,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermgtor di Jatan (Lembaran MNegara Repubiik
Indonesia Tabhun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Republik Indanesiag Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan  antara Permerintah, Pamerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737},

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8
Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Angkutan
Darat { Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2007 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26
Tahun 2041 tentang Penguiian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001
Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sigil di
tingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju
{Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2003
Nomor 19);

ad



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUIU
dan
BUPATI MAMUIIU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAMUIU NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I
Ketentuan dalam Pasa! 8 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 26
Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 20061 Nomor 30 diubah sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Kendaraan
Bermotor.
(2) Struktur dan besar Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
a. Perlengkapan pengujian:

1. Buku uji kendaraan Rp. 15.000,-
2. Tanda uji kendaraan Rp. 10.0006,-
3. Penggantian tanda uji rusak/hilang Rp. 10.000,-
4. Pengadaan stiker tanda samping Rp. 20.000,-
5. Perubahan status fungsi kendaraan Rp. 100.000,-
6. Modifikasi chasis, mesin, korosi Rp. 100.040,-
7. Numpang uji Rp. 50.000,-
8. Mutasi kendaraan kejuar/masuk Rp. 75.000,-
b. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
1. Mobil penumpang umum/pick up Rp. 20.060,-
2. Maobil bus s/d 24 seat Rp. 50.000,-
3. Mobil bus 25 seat ke atas Rp. 40.000,-
4. Mobll bus truk / barang Rp. 40.000,-
5. Kendaraan khusus Rp. 45.400,-
&. Kereta gandengan/tempelan Rp. 506.000,-

c. Pengujian penghapusan status kendaraan dinas sebagai berikut:

1. Sepeda motor Rp. 100.000,-
2. Mobil mini bus Rp. 200.000,-
3. Mobil bus RD. 500.000,-
4. Mobil barang
- Truk Rp. 1.000.008,-
- Pick up Rp. 500.0008,-



S Kendaraan khusus (Ambulance) Rp. 500.000,-
6 Kereta gandengan/tempelan Rp. 1.000.000,-
7 Alat-alat berat Rp. 1.000.000,-

Pasal I1
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerab Kabupaten
Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 16 Pebruari 2009

BUPATI MAMUJU
Cap/ttd
H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal :LEL\Pebruan 2009
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ATAS
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

PENJELASAN UMUM

Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersal
dari PAD, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah perlu
ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepadsa Measyaraxat
serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperiukan
penyediaan sumber-sumber PAD yang hasilnya memadai.

Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber Retr:busi
Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan antara lain dengan peninjauar
kembaii atas tarif Retribusi tersebut disesuaikan dengan kond:s:
pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan melakukan peningkatan kinerja
pengelolaan.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah,
maka Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan ketentuan atas
penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang mrnjadi
pedoman dan arahan bagi aparat pelaksana dalam peningkatan Retribusi
tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 8
Avyat (2) - Yang dimaksud buku uji kendaraan
adalah buku terbuat dari bahan tertentu
vang memuat data spesifikasi

kendaraan dimensi kendaraan,

- Yang dimaksud perubahan status fungsi
kendaraan adalah perubahan penentuan
dan lenis kendaraan wajib uji menjadi
tidak wajib/sebaliknya.

O



- Yang dimaksud dengan plat uji atau
tanda uji adatah penning yang terbuat
dari bakar wvang tertentu dipasang
melekat pada tanda nomor kendaraan
yang memuat kode wilayah pengujian,
namor uji kendaraan dan masa berlaku,

- Tanda samping atau stiker tanda
samping adalah tanda vyang berisi
informasi dimensi Kendaraan vang
diletakan pada samping Kiri KkKanan
korgseri kendaraan.

- Yang dimaksud numpang uji adaiah
pelaksanaan pengujian kendaraan
hermotor bagi kendaraan pemilik dan
operasionainya dilauar wilayah kerja
pemerintah Kabupaten Mamuju.
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